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SAN WALIKOTA N
NOMOR : kPTS. 239/ 1k &\/Z%QTA.V

TENTANG

_NETAPAN NAMA-NAMA

SE . :
DILINGKUNG KOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI

O

' Lembafap.' Nega

AN PEMERINTAH KOTA BATAM
WALIKOTA BATAM,

bahwa pengembangan Nasional di bidang Pendidikan
ada{?h Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meﬂlngkatkan kualitas manusia Indonesia dalam
meWUJUdkanmaSyarakat' yang maju, adil dan makmur; -

bahwa untuk kelancaran peningkatan penyelenggaraan
Pendidikan di Pemerintah.Kota Batam, serta pefiingkatan
akses 'dan pemerataan periuasan kesempatan belajar
mengajar  ditingkat * Pendidikan menengah, yang
pembiayaannya  ‘dianggarkan melalui = Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan
Riau; '

bahwa untuk mewujudkan - ketentuan sebag‘éimana"‘,
dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang

perlu menetapkan keputusan Walikota Batam tentang
Penamaan Sekolah SD, SMP; SMA dan SMK Negeri
dilingkungan Pemerintzh Kota Batam. "

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun; Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik indonesia

tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembarapy Negara

Republik indonesia Nomor 3802) ‘sebagaimaka telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kzbupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan
* Lembaran Negara Nomor 3968);

Undang-undang Nomor 25 : Tahun 2002 tentang

Ezg‘f;;:u;%onésia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

ra Nomor 4237);

n Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara -



108

Undang-undan N . tan sistern . |
Pendidikan g Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Nasional (L Negara Republik
'”donesia Tenas g (Lembaran g

Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301y,

gndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
embentukan . Peratyran.  Peruridang-undangan

{-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 ° tentarig
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuh 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana’
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005-tentang Perubahan.
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ‘(Lembaran
Negara Republik- Indonesiza Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4543); RS

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang’
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438); ' '

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

Peraturan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

_Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496); e :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah .

Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara |
Nomor 4737); 3 : :

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 51); ’ '




vemperhatikan

vienetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KEEM .DAT

. : ; % N
: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/20 .
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. :

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan Nama.Namg Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK -

Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana
terlampir dalam lampiran keputusan ini.-

DE98MA Setelah Penamaan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA 8gar dapat dilaksanakan untuk tertibnya administrasi
penyelenggaraan Pendidikan, ' ,

Biaya vang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Batam Tahun Anggaran 2009. ' o '

Keputusan ini mujaj berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabhila

usa
dikemudian hari terdapat kesalahan atay kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mgsﬁnya.

Ditetapkan di Batam :
Pada.Tanggal 2] Oktober 2009

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN. My

NSty
.




